BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam konteks indonesia otonomi daerah dipandang sebagai salah satu
perubahan yang dihasilkan dari reformasi sektor publik, Undang-Undang
Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah mengatur
otonomi daerah yang memberikan kewenangan jauh lebih besar untuk mengelola
daerahnya sendiri dengan sedikit bantuan dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu
pemerintah daerah mempunyai kekuasaan pada sumber daya keuangan mereka
yang dipergunakan untuk menentukan alokasi sumber daya pengeluaran daerah
dengan berpegang pada prinsip-prinsip kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan
lokal serta aspirasi masyarakat yang tercantum dalam anggaran pemerintah
daerah(Kuntari, Chariri, & Prabowo, 2019).Pernyataan pada undang — undang
keseimbangan keuangan antara pemerintahpusat dan pemerintah daerah adalah
subsistem keuangan Negara sebagai konsekuensi dari pembagian tugas masing -
masing pemerintah.Penyediaan sumber daya keuangan Negara untuk pemerintah
daerah dalampelaksanaan desentralisasi yang didasarkan pada penyerahan tugas
oleh pemerintah pusat dengan mempertimbangkan stabilitas dan keseimbangan
fiskal.Pendanaan untuk administrasi pemerintah yang didasarkan pada prinsip
desentralisasi dan dilaksanakan dengan mendedikasikan anggaran pendapatan dan

belanja daerah (APBD).



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana
keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditelaah dan disepakati oleh majelis
di daerah dan ditentukan oleh peraturan daerah.APBD adalah inti dari
manajemen keuangan lokal sebagai arahan bagi pemerintah daerah dalam
memberikan layanan kepada masyarakat dalam satu tahun fiskal.Pemerintah
daerah akan memprioritaskan kegiatan dan pengalokasian dana untuk kegiatan
tersebut, sehingga kegiatan yang dipilih sesuai dengan kebijakan pemerintah
daerah dalam mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat. APBD juga
memiliki peran penting dalam melakukan distribusi alokasi dan stabilisasi
keuangan di daerah, proses dalam penyusunan APBD menjadi sangat penting
bagi daerah karena arah dan orientasi pembangunan daerah dapat di dalam
proses tersebut (Rismanidar, 2017).

Fungsi APBD adalah menjadi alat yang digunakan oleh pemerintah
daerah untuk mendukung terciptanya akuntabilitas publik. Konsep akuntabilitas
publik dikaitkan dengan peningkatan kinerja organisasi,bahwa dalam
pelaksanaan otonomi daerah manajemen keuangan berorientasi pada kinerja dan
diperlukan sistem anggaran daerah (Mardiasmo, 2004)

Pemerintah harus mempunyai rencana yang terperinci untuk mencapai
tujuan yang dicita-citakan sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung
jawab yang dibebankan oleh masyarakat. Berbagai definisi anggaran menurut
djayasinga sebagai berikut:

1) APBD mencerminkan semua bentuk aktivitas pemerintah daerah

dalam menyelidiki sumber-sumber penerimaan dan selanjutnya



bagaimana dana-dana tersebut dipergunakan untuk mencapai
tujuan pemerintah.

2) APBD mencerminkan perkiraan dan pengeluaran daerah yang
diperkirakan terjadi dalam satu tahun kedepan yang didasarkan
pada realisasi masa yang lalu.

3) APBD adalah konsep kerja operasional pemerintah daerah yang
akan dilakukan satu tahun kedepan.

Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan Kkebijakan
ekonomi.Sebagai perangkat kebijakan ekonomi anggaran berguna untuk
menciptakan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian juga pemerataan
pendapatan dalam rangka mencapai tujuan.Anggaran juga berfungsi sebagai
perangkat untuk mengamati pendapatan dan pengeluaran pada masa berikutnya.

Dalam penyusunan anggaran, pemerintah daerah dituntut untuk tepat
dalam mengalokasikan anggaran untuk lebih kreatif dan inovatif terhadap
perkembangan daerahnya.Dengan terbatasnya sumber daya yang dimiliki,
pemerintah daerah harus dapat mengelola penerimaan dengan baik dan
memperoleh belanja daerah yang sangat produktif.

Dalam peningkatan produksi daerah dan menumbuhkan perekonomian
daerah untuk mencapai kemakmuran masyarakat dan memberikan kesempatan
kerja adalah sebagai pedoman pemerintah dalam mewujudkan tujuan
APBD.Dalam melakukan distribusi hal yang sangat penting adalah pertanggung

jawaban APBD. Proses dalam penyusunan APBD menjadi tanggung jawab yang



sangat penting bagi daerah, karena tujuan infrastruktur pembangunan daerah dapat
terealisasi di dalam proses tersebut (Rismanidar, 2017).

Salah satu pengguna APBD yang dikelola oleh pemerintah daerah adalah
belanja modal. Menurut peraturan kepala kebijakan pengadaan barang/ jasa
pemerintah nomor 6 tahun 2015, belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang
digunakan untuk mendapatkan atau menambah nilai asset tetap atau asset lain
yang menguntungkan lebih dari satu periode akuntansi/ lebih dari 1 tahun. Belanja
modal harus melewati batas minimal kapitalisasi asset tetap atau asset lain yang
dipergunakan sebagai operasi untuk kegiatan sehari-hari unit kerja yang tidak
untuk dijual. Pengembangan infrastruktur terdapat dalam manajemen dan alokasi
belanja modal yang efektif dari suatu daerah, belanja modal yang efektif juga
dianggap bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Anggaran belanja modal mencerminkan kebijakan pemerintah daerah
dalam pembangunan daerah.Pemerintah daerah juga menyediakan anggaran
modal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan fasilitas yang telah di
sediakan.belanja modal terdiri dari beberapa komponen yaitu gedung, bangunan,
belanja tanah, jaringan, irigasi dan lain-lain.Pada era ini pemerintah
mengaplikasikan peningkatan layanan di berbagai sektor, pemerintah berharap
dapat meningkatkan minat investor dan kepercayaan publik.

Penentuan alokasi belanja modal terkait dengan perencanaan keuangan
jangka panjang, bukan untuk pengadaan saja tetapi juga untuk pemeliharaan
asset.Oleh sebab itu kebijakan belanja modal harus memperhatikan manfaat dan

kapasitas keuangan pemerintah daerah dalam jangka panjang(Karyadi,



2018).Dengan adanya otonomi daerah dapat memberi peluang bagi pemerintah
daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah, maka pemerintah daerah
perlu meningkatkan anggaran belanja modal. Sumber dana yang digunakan
untuk pembiayaan pengeluaran modal adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi
Hasil (DBH).

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu cara untuk mencapai suatu
pertumbuhan ekonomididaerah, dengan menetapkan target PAD di setiap tahun
fiskal. Data dari laporan realisasi anggaran kabupaten/ kota di indonesia
menunjukan bahwa mayoritas PAD berasal dari pajak dan retribusi. PAD yang
rendah menunjukan investasi yang rendah untuk belanja modal, sehingga
pendapatan yang rendah dari retribusi dan pajak tidak optimal, oleh karena itu
PAD harus diterapkan secara proporsional sebagai salah satu komponen
penerimaan keuangan daerah. Hasil penelitian dari Suryantini, Candraningrat, &
Wulandari(2017) melalui empat indikator PAD terdapat pengaruh secara positif
dan signifikan terhadap belanja modal namun hasil penelitian dari
Suryana(2017)menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh
terhadap belanja modal.

Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk mendistribusikan secara
merata kapabilitas pemeritah daerah untuk mendanai kebutuhan mereka sebagai
bentuk desentralisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat (Undang - Undang
No0.33/ 2004). Holtz-Eaken dkk (1994) dalam Kuntari, Chariri, & Prabowo

(2019)menjelaskan ada hubungan yang kuat antara pemerintah pusat transfer dan



pengeluaran pemerintah daerah, pendapat tersebut mengindikasikan bahwa
belanja modal adalah bagian dari APBD yang didanai oleh Dana alokasi Umum.
Menurut Farel(2015)dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja
modal. Hal ini dibenarkan juga oleh Suryana(2017) yang melakukan penelitian
dana alokasi umum terhadap belanja modal pemerintan daerah di provinsi
kepulauan Riau. Hal ini berbeda dengan apa yang dikemukakan Dewi & Dicriyani
(2018) yang menyatakan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja
modal.

Dana Alokasi Khusus (DAK) manifestasi dari kebijakan desentralisasi
fiskal yang bertujuan untuk mendanai kegiatan spesifik pemerintah daerah yang
dianggap sebagai prioritas nasional (UU No. 33/2004).Dana alokasi khusus sering
digunakan untuk memelihara aset pemerintah daerah dalam bentuk bangunan fisik
dan program khusus yang ditentukan oleh suatu.Nuarisa (2013) menyatakan
bahwa ada korelasi antara belanja modal dan program prioritas nasional seperti
program pendidikan, kesehatan, layanan publik, dan pelestarian lingkungan. Hasil
penelitian dari Wandira(2013) menyatakan bahwa dana alokasi khusus
berpengaruh signifikan terhadap belanja modal namun berbeda dengan hasil
penelitian dari Kurniati(2017) yang menyatakan bahwa dana alokasi khusus tidak
berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Dana Bagi Hasil (DBH) dana yang bersumber dari pendapatan APBN
yang dialokasikan ke daerah berdasarkan angka presentasi untuk mendanai
kebutuhan lokal dalam konteks pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 tahun

2004). Dana bagi hasil yang ditransfer oleh pemeritah pusat kepemerintah



daerah terdiri dari 2 jenis yaitu dana bagi hasil pajak dan bukan pajak dana bagi
hasil sumber daya alam. Sumber bagi hasil bagian daerah dari penerimaan pajak
bumi dan bangunan, bea perolehan atas hak tanah dan bangunan, dan
penerimaan sumber daya alam. Hasil penelitian dari Kuntari, Chariri, &
Prabowo (2019)menyatakan bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif dan
signifikan terhadap belanja modal namun berbeda dengan hasil penelitian dari
Kurniati(2017) yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh
terhadap alokasi belanja modal.

Belanja modal merupakan suatu pengeluaran yang dilakukan untuk
menambah aset tetap atau investasi yang ada sehingga akan memberikan
manfaat tersendiri pada periode tertentu. Belanja modalmenunjukkan rencana
jangka panjang dan pengeluaran untuk asset tetap.Belanja modal dapat
mendukung kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan layanan publik dalam
membentuk karakter daerah yang mandiri.Oleh karena itu belanja modal harus
menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mendukung
kesejahteraan masyarakat (Mardiasmo, 2009).

Mardiasmo (2002) saat ini masih banyak masalah yang dihadapi
pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah,
keterbatasan sarana dan prasarana yang tidak mendukung untuk investasi
menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya PAD terhadap Belanja Modal
apakah PAD yang rendah atau alokasi yang kurang tepat. Pendapatan daerah
dan belanja modal di Jawa Tengah Pada Tahun 2017 ke 2017 PAD mengalami

kenaikan dari 22,67% menjadi 25,46% tetapi Belanja Modal mengalami



penurunan dari 25,41% menjadi 24,64% hal ini menunjukkan bahwa kenaikan
Pendapatan Asli Daerah tidak selalu terjadi juga pada kenaikan belanja modal.
Gambaran Alokasi Khusus secara umum masih memiliki banyak kendala.
Anggaran dana alokasi khusus dari tahun ke tahun meningkat, untuk Tahun
2018 sebesar 17 trilyun meningkat menjadi 18 trilyun pada Tahun 2019,
sehingga serapan DAK maupun kinerja fisik kegiatan belum dapat dikatakan
maksimal.

Beberapa fenomena yang sudah dijelaskan ada beberapa penelitian yang
masih terdapat ketidakkonsistenan oleh karena itu penelitian ini menyelidiki
tentang pengaruh Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU),
Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja
Modal. Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh
Kuntari, Chariri, & Prabowo (2019)yaitudengan menambahkan Sisa Lebih
PerhitunganAnggaran (SILPA)sebagai variabel independen yang mempengaruhi
Belanja Modal yang di ambil dari penelitian Kurniati(2017).

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah selisih lebih realisasi
penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran yang
nantinya dapat digunakan pada tahun berikutnya. Jumlah SILPA yang ideal
perlu ditentukan sebagai salah satu dasar evaluasi terhadap pelaksanaan
program/ kegiatan pemerintah daerah kota/ kabupaten. Pelampauan target
SILPA yang bersumber dari pelampauan target penerimaan daerah dan efisien
suatu anggaran sangat diharapkan sedangkan yang bersumber dari ketiadaannya

program/kabupaten pembangunan apalagi dalam jumlah yang tidak wajar sangat



merugikan masyarakat. Presiden Republik Indonesia dalam pidatonya
menegaskan bahwa SILPA yang dihasilkan dari efisiensi APBD hendaknya
digunakan untuk kepentingan masyarakat (Ardhini, 2011).

Selain itu penelitian ini menggunakan data dari Laporan Realisasi

APBD diambil dari www.djpk.depkeu.go.id dan Badan Pusat Statistik (BPS)

mulai tahun 2017-2019.Penelitian ini menggunakan teori keagenan sebagai teori
dasar dan bertujuan untuk menguji pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH dan
SILPA terhadap Belanja Modal.Manajer dan pemilih dapat digambarkan
sebagai hubungan keagenan dimana pemilik adalah kepala sekolah dan politik
adalah agennya.Para pemilih harus saling campurtangan dan bertindak
sedemikian rupa untuk meningkatkan kekayaan mereka.Setiap pemilih memiliki

intensif untuk memantau perilaku politisi.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan adanya belanja modal yang diharapkan memiliki pengaruh dan
memberikan manfaat untuk kemajuan daerah di Indonesia, dapat memberikan
manfaat untuk daerahnya sendiri pada periode tertentu.Namun saat ini masih
sedikit daerah yang memanfaatkan belanja modal sehingga dapat mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri. Masalah penelitian ini dapat

dirumuskan:


http://www.djpk.depkeu.go.id/

4.

5.
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Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal
Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal
Apakah dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal
Apakah dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja modal

Apakah SILPA berpengaruh terhadap belanja modal

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan pertanyaan yang telah diuraikan sebelumnya, maka

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1.

Untuk menganalisa pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja
modal

Untuk menganalisa pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal
Untuk menganalisa pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap belanja
modal

Untuk menganalisa pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal

Untuk menganalisa pengaruh SILPA terhadap Belanja Modal

1.4 Manfaat penelitian

e Bagi penulis
mendapatkan pengalaman yang berharga dalam menulis karya
ilmiah dan meningkatkan kemampuan pemahaman bagi penulis

sebagai referensi untuk penelitian berikutnya.
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Bagi akademis

Mendapat referensi sebagai perbandingan yang akan datang untuk
pengembangan dengan melakukan penelitian lebih lanjut.

Bagi pemerintah

Diharapkan dapat memberikan masukan atau kebijakan terhadap
pemerintah agar dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal

secara optimal.



